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PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2016
TENTANG

PEMBENTUKAN KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN TELUK WONDAMA DAN KABUPATEN TAMBRAUW
PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya pembentukan daerah otonomi

baru Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Teluk
Wondama di Provinsi Papua Barat telah dibentuk
Perwakilan Kantor Pertanahan pada masing-masing
daerah tersebut;

bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan peningkatan
volume pelayanan pertanahan serta kesiapan sarana
dan prasarana, Perwakilan Kantor Pertanahan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu
ditingkatkan statusnya menjadi Kantor Pertanahan;
bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang



2016, No.1691

Mengingat

Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Teluk
Wondama dan Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua

Barat;

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2043);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom,
Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat,
Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo,
Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten
Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi,
Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan
Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4245);

Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4940);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);



Menetapkan
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3696);

6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);

7. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang
Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);

8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4
Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor
Pertanahan;

9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3
Tahun 2013 tentang Pembentukan Perwakilan Kantor
Pertanahan Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua
Barat;

10. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4
Tahun 2013 tentang Pembentukan Perwakilan Kantor
Pertanahan Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat;

11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA
RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN TELUK WONDAMA DAN KABUPATEN
TAMBRAUW PROVINSI PAPUA BARAT.



